PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMCR 10 TAHUN 2008
TENTANG

UBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR
AHUN 2005 TEMNTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA
BUPATI BANYUASIN,

imbang.« ¢ bahwa dengan teclah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomer 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuaiigan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membzntuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Baayuasin Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banyuasin.

gingat * 1 Pasal 18 oyat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nemor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Neagara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan

- Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republikx Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaira
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C03 Nomor 47,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah /Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan INegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8: Undang-Undang . . .



10.

10.

11,

12,

13,

14.

15.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang -Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tgnggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-L ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2003 ternang Penetapan Percturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Taohun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undarg-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4543);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomer 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Penghormatan (Lembaran Negara Republih Indonesia Tahun 1990
Notior 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pencawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Dazrah (Lembaran
Negara Revoublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090Y);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukar
Protokoler dan Keuangan rPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomer 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3! Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaar
Keuangan Paerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2009
Nomcr 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ftentang Pedoman
Fembinaan dan Pengawasun Penyelenggaraan Pemerintahan Daeralt
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tawun 2005 Nomor 16%,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594),

16. Peraturan . ..




Menetapkan

16. Peraturen Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan P.:merintahan antara Pemerintah, Pemerintahcn Daerah
Provinsi dan Pemerintchan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

\7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Keducukan Protokoler dan.Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakiiar Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah
K bupater. Banyuasin Tehun 2005 Nomor 11 Seri E), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor
35 Tat.un 2006 (Lembaran Daerch Kabupaten Banyuasin Tahun 2006
Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATL BANYUASIN
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 7 TAHUN
2005 TEMNTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

Pasal 1

Beberapga hetentuan ddlam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor
7 Tahun 2005 tentang Keduduken Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerch Kabupaten Banyuasin
(Lembaren Daerah Kabupaten Panyuasin  Tahun 2005 Nomor 11 Seri E),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
Nomor 35 Tahun 2006 (Lembaran Daerahh Kabupaten Banyuasin Tahun
2006 Nomcr 4 Seri E) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18a dan 18b, diubah sehingga berbunyi sebaga:
berikut:
" 18a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalch uang yang uiberikan kepada
Pimpinan dan Anggoeta DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD ;

18b. Belanja penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang
disediakan bagi Pimpinan DPRD setinp bulan unfuk menunjang
kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,
pelayancn dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas
dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 10A ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10A berbunyi
sehagai berikut : i
Pasal 10A

Seiain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan
Daerab ini, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan
_ lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

3. Ketentuan. ..




Ketentuan Pasal 14A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A
Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A
Peraturan Daerah ini, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
dengan mempertimhangkan kemampuan keuangan Daeruh,
Ketentuan Pasal 14B dan Fasal 14C dihapus ;
Ketentuan Pasal 14D diubah menjadi Pasal 14B sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 14B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud aalam Pasal 14A
Peraturan Daerah ini, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari
2007.
Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berhunyi sebagai
ber ikut .

Pcsal 15

(1) Pajak Penghasilan Puasal 21 Pimpinan dan Anggota DFRD atas
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan
Daeral ini dibebankan kepada APBD;

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas
penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A Peraturan
Daerah ini, dibebankan kepada yang berscngkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakah.

Diantara Pasal 25 dan Pasal . 26 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal

25A, Pasal 25B, Pasal 25C dun Pasal 2ZED  sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasai 25A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal

25, kepade Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional

Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah.

Pasal 25B

Belanja Penunjang Operasionai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 25A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi
Ketuya DPRD ditambah 2 % (dua seperdua) kali jumlah uang representasi
seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 25C

Belanja Penunjang Operasionul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam pasal 25A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 25D

Penggunaan ‘Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana
dimaksud dalam pasa 25A berdasarkan pertimbangan kebijakan
Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efesiensi
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD
sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat yakni
aya* (3a) dan ketentuan Pasul 26 ayat (4) diubah sehingga Pasal 26
berl unyi sebagni berikut :

Pasal 25. ..




1)

()

(3)

(3a)

(4)

Pasal 26 -

Sekretaris DPRD menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD
yany terdiri atas rPenghasilan, Penerimaan lain, Tunjangan Pph
Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang
Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
Sekretariat DPRD;

Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan
Daerah ini, dianggarkan dalam Pos DPRD;

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan  Anjgota DPRD
selboagaimana dimaksud dalamn Pase.l 16, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal
21, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pcsal 25 ayat (5) Peraturan Daerah ini, dianggarkan dalam
Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanju
sebaga’ berikut :

a. Belanja pegawai:

b. Belanja barang dan jasa:

c. Belanja modal.

Belanja Penunjang Operasional Pimpinain  DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25A dianggarkan dalam Pos Sekretariat
DPIRD;

Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai  dengan
ketertuan peraturain perundang-undangcn.

Pasal I

Peraturcan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap o."ang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturai:
Doerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupater
Banyu« sin.

Diundangkan di Pangkalan Balai

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 25 Februari 2008
e 2
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